SALINAN

27N
BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 239 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

Menimbang

Mengingat

BUPATI BANTUL,

a. bahwa untuk membiayai keperluan mendesak yang tidak

: 1.

dapat diprediksi sebelumnya dibebankan pada anggaran

Belanja Tidak Terduga;

. bahwa terdapat permohonan pembiayaan keperluan

mendesak untuk penanganan infrastruktur yang mengalami
kerusakan akibat gempa bumi, peningkatan kesiapsiagaan
terhadap potensi bencana dan tindak lanjut indikasi
pelanggaraan pemanfaatan ruang di Kabupaten;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja
Tidak Terduga;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Memperhatikan

Menetapkan

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 186);

. Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tata

Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan
Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2024 Nomor 21);

. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2025 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025
Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2026 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2026 Nomor 38);

Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset
Daerah Kabupaten Bantul Nomor
B/900.1.12/01555/Sekret/2025 perihal Permohonan Ijin
Penggunaan Dana Belanja Tak Terduga untuk penanganan
infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi,
peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana dan
tindak lanjut indikasi pelanggaraan pemanfaatan ruang di

Kabupaten Bantul,

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN
PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA.



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Memberikan Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga
sebesar Rp1.105.910.000,00 (satu miliar seratus lima juta
sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU dipergunakan untuk :

1. penanganan inftrastruktur yang mengalami kerusakan
akibat gempa bumi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus
juta rupiah):

2. pemeliharaan Early Warning System (EWS) dan
kekurangan Bahan Bakar Minyak sebesar
Rp500.000.000°00 (lima ratus juta rupiah); dan

3. pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengenaan sanksi
administrasi terhadap beberapa lokasi pelanggaran
pemanfaatan ruang sebesar Rp5.910.000,00 (lima juta
Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Menugaskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, Dinas Pertanahan

dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul untuk:

a. melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA; dan

b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
kepada Bupati Bantul cq. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Bantul paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya sampai dengan kegiatan tersebut selesai
dilaksanakan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun

Anggaran 2026.



KELIMA :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Mei 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul,

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Bantul;

3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bantul;

4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
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